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ABSTRAK

Fuad Rokhman, 1732036157
EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2020 SATUAN KERJA MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Skripsi, x him, 109 halaman

Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, melalui Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan salah satu satuan
kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian bertujuan
untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020
di Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, yang ditinjau dari empat aspek yaitu prosedur
penyusunan laporan keuangan, pencatatan dan verifikasi, waktu
penyampaian laporan keuangan, dan jadwal penyusunan dan pengiriman
laporan keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adapah panduan
wawancara dan panduan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek prosedur penyusunan
laporan keuangan, perlu disusun suatu pedoman atau SOP penyusunan
laporan keuangan tingkat satker UAKPA. Selanjutnya dalam aspek
pencatatan dan verifikasi perlu menjalankan kembali fungsi otorisasi di
memo penyesuaian. Kemudian dalam aspek waktu penyampaian laporan
keuangan diharapkan adanya tambahan personil penyusun Laporan
Keuangan yang kompeten. Sedangkan untuk aspek jadwal penyusunan
dan pengiriman laporan keuangan, tidak ditemukan permasalahan
dikarenakan jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan telah
ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Kata kunci: Evaluasi, Laporan Keuangan
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ABSTRACT

Fuad Rokhman, 1732036157
EVALUATION OF THE PREPARATION OF FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2020,
WORK UNIT COORDINATING MINISTER FOR HUMAN
DEVELOPMENT AND CULTURE, AT THE COORDINATING
MINISTRY FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURE

Thesis, x pages, 109 pages

The Coordinating Ministry for Human Development and Culture, through
the Working Unit of the Coordinating Minister for Human Development and
Culture, is one of the work units in the Coordinating Ministry for Human
Development and Culture which organizes the preparation of financial
reports based on the Regulation of the Minister of Finance Number
222/PMK.05/2016 concern in Changes on the Regulation of the Minister of
Finance Number 177/PMK.05/2015 concern in Guidelines for Compilation
and Submission of Financial Reports of State Ministries/Institutions. The
study aims to evaluate the preparation of financial reports for the 2020
fiscal year in the Coordinating Minister for Human Development and
Culture at the Coordinating Ministry for Human Development and Culture,
which is viewed from four aspects, namely procedures for preparing
financial reports, recording and verification, the timing of financial report
submissions, and schedule of preparation and delivery of financial
statements.

The method used in this study is a qualitative description using data
collection techniques through interviews and document review. The
research instrument used was an interview guide and a document review
guide.

The results of the study indicate that in terms of the procedures for
preparing financial statements, it is necessary to develop a guideline or
SOP for the preparation of financial reports at the level of the UAKPA
satker. Furthermore, in the aspect of recording and verification, it is
necessary to re-run the authorization function in the adjustment memo.
Then in the aspect of the time for submitting financial reports, it is
expected that there will be additional competent Financial Report preparer
personnel. As for the aspect of the schedule for the preparation and
delivery of financial reports, no problems were found because the
schedule for the preparation and delivery of financial reports has been
determined by the Ministry of Finance.

Keywords: Evaluation, Financial Report
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah kini dituntut untuk mewujudkan praktek tata pemerintahan
yang baik (Good Governance) dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu juga
Kementerian/Lembaga yang merupakan bagian dari Pemerintahan wajib
mensukseskan program tersebut. Adapun praktek good governance yang
ingin diwujudkan dalam instansi Kementerian/Lembaga adalah Transparansi
dan Akuntabilitas. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan
bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui
media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden selaku Kepala

Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai



bagian dari kekuasaan pemerintahan, selanjutnya kekuasaan tersebut
dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan pada pasal 9 Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Penguna Barang kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi
prinsip-pinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat umum
setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi laporan
keuangan merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam
mempertanggung jawabkan keuangan Negara yang telah dikelolanya.

Pada Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga

selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan



menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pemerintah  dalam menindaklanjuti  Undang-undang tersebut,
mengeluarkan peraturan yang mengatur standard akuntansi pemerintahan
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Selain itu Menteri Keuangan juga telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara adalah salah satunya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat
waktu dan disusun berdasarkan standard akuntansi pemerintahan yang telah
diterima secara umum. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 yang mensyaratkan bentuk dan isi
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D disusun dan disajikan
sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan

peraturan pemerintah.



Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan
dan neraca seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan membuat suatu sistem akuntansi sebagai tata cara pelaksanaan
Sistem Akuntansi oleh Departemen Keuangan dan Instansi pada
Kementerian/Lembaga Negara yang disebut SAPP (Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat) yang mana dalam hal ini digunakan untuk mewujudkan
pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam
paket undang-undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 perihal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
terbagi menjadi dua vyaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran



Bagian Anggaran BUN dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi yang selanjutnya disebut SAIl untuk memproses data transaksi
keuangan, barang dan transaksi lainnya di Kementerian Negara/Lembaga.
Untuk melaksanakan SAIl, Kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit
Akuntansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
(UAKPA/B) pada tingkat Kantor/Satuan Kerja, Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)
pada tingkat Kantor Wilayah, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon | (UAPPA/B-E1) pada tingkat
Eselon 1, dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada
tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan sebagai pedoman
penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK/Permenkeu) yaitu yang
sedang digunakan sekarang adalah PermenKeu Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan dari perlu diaturnya tata cara mengenai pelaksanaan SAIl pada
Kementerian Negara/Lembaga adalah untuk memberi petunjuk umum dalam
menyelenggarakan akuntansi pemerintahan pada instansi di tingkat

kantor/satuan kerja, kantor wilayah, Eselon |, dan Kantor Pusat Kementerian



Negara/Lembaga, serta pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, serta pelaksanaan Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang
bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset,
kewajiban, dan aset bersih yang bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan
informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan Keuangan Satuan Kerja
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Seiring berkembangnya teknologi, Sistem Akuntansi ikut
berkembang. Sistem Akuntansi Instansi (SAl) hadir sebagai konsekuensi
adanya reformasi di bidang Manajemen Keuangan Negara. Sistem Akuntansi
Instansi terbagi menjadi dua yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN). Penelitian yang akan dilaksanakan di Satuan Kerja Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
ini bertujuan untuk lebih mengetahui proses penyusunan laporan keuangan di

Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan



Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) yang sebelumnya bernama Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dibentuk sesuai dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014. Dan
pada tahun 2019 organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan
Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian
Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode
Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju
Periode Tahun 2019-2024. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan Koordinator dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian
Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian
Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai
Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi
dan pengendalian urusan kementerian dalam  penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko



PMK seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan keuangannya
bagi Kementerian di bawah koordinasinya. Di lingkup Kemenko PMK terdapat
3 (tiga) unit satker yaitu; satuan kerja Menko PMK, Satker Sekretariat Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan satker Revolusi Mental. Sesuai
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Satker Menko PMK berkewajiban
menyusun laporan keuangan yang nantinya akan dikonsolidasikan dengan
laporan keuangan satker DJSN dan satker Revolusi Mental untuk disusun
menjadi laporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga vyaitu Laporan
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan di satker Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat
indikasi-indikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan
keuangan, indikasi permasalahannya vyaitu belum adanya standard of
procedure (SOP) penyusunan laporan keuangan tingkat satker sehingga
penyusunan laporan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan
keuangan satker Menko PMK ke tingkat Kementerian, memo penyesuaian
tahun 2020 di bagian keuangan belum mendapatkan otorisasi dari atasan,
belum optimalnya penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan dari
Kementerian Keuangan berbasis Microsoft excel macros untuk menyusun

draft laporan keuangan Satker Menko PMK, dan adanya double job dimana



penyusun laporan keuangan satker Menko PMK sekaligus merangkap
menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian di waktu penyusunan
laporan keuangan. Selain itu belum terdapat Surat Keputusan (SK) penyusun
laporan keuangan tingkat satker atau UAKPA.

Dari uraian indikasi permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik
untuk membuat penelitian yang akan dituangkan dengan judul “Evaluasi
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan indikasi-indikasi permasalahan
penyusunan laporan keuangan satuan kerja Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah dijelaskan di atas, maka
Penulis dapat merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana evaluasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020
pada Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam

melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat sesuatu yang ingin dicapai oleh
Peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini bertujuan
untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan di Satuan Kerja Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat bagi dunia akademik dan bagi
dunia praktis, dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Bagi Dunia Akademik
Hasil penelitan ini  diharapkan memberikan  kontribusi  bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pelaporan
keuangan.
b. Bagi Dunia Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan

kemampuan dalam menulis dan menambah wawasan serta pengalaman
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mengenai teori sistem pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini
diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan
pertimbangan dalam mengambil keputusan berkenaan dengan masalah

penyusunan laporan keuangan.
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